SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 194 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pengelolaan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal telah
diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2008;

bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini,
sehingga perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan
Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem
Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan:
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(4) Peran dan fungsi Gugus PAUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

a. pengembangan dan Inovasi pembelajaran PAUD;

b. peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;

c. optimalisasi sumber belajar, sarana/prasarana dan potensi
lingkungan;

d. peningkatan komunikasi yang efisien dan efektif antar anggota
Gugus PAUD; dan

e. sebagai fasilitas sumber-sumber pembelajaran dari lingkungan
dan pemerintah.

BAB Xl
ORGANISASI PROFESI
Pasal 36

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota
organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepanjang
tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI).

(3) Khusus Organisasi profesi PAUD jalur nonformal adalah Himpunan
Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI).

(4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan,
profesionalitas dan kesejahteraan.

(5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengembargan profesi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah meiakukan pengawasan atas penyelenggaraan
pendidikan pada PAUD.

(2) Selain Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/
Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis dapat
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada
PAUD sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

(4) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan

PAUD (TK, KB, TPA dan SPS) dilakukan oleh Kepala Dinas
Pendidikan.

(5) Pengendalian satuan PAUD (RA) dilakukan oleh Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama.
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BAB XV
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 38

(1) Evaluasi kinerja lembaga PAUD dilakukan oleh perangkat Dinas
Pendidikan dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama secara
berjenjang.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
keseluruhan proses penilaian dalam rangka pencapaian tujuan
penyelenggaraan Satuan PAUD untuk mengetahui sejauh mana
program pembelajaran dan kegiatan yang dilaksanakan di Satuan
PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal.

(3) Evaluasi kinerja pendidik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,
masyarakat dan penyelenggara.

(4) Evaluasi perkembangan peserta didik dilaksanakan oleh pendidik.

Pasal 39

(1) Laporan penyelenggaraan pendidikan Satuan PAUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Dinas
Pendidikan dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama secara
berjenjang setiap 1 (satu) bulan sekali.

(2) Laporan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik kepada
orang tua dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau per semester.

BAB XVI
PENDANAAN
Pasal 40

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan,
kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

(3) Penyelenggara dan/atau pengelola Satuan PAUD waijib
mendayagunakan dana pendidikan, guna merjamin kelangsungan
dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 41

(1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Satuan PAUD yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan partisipasi masyarakat.

(2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Satuan PAUD yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melekat
pada SKPD yang berkepentingan di bidang pendidikan.

(3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Satuan PAUD yang
diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari masyarakat dan
dapat dibantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

sesuai kemampuan keuangan Negara/Daerah melalui mekanisme
hibah dengan rekomendasi Dinas Pendidikan.
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(4) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat, dalam
penggunaannya harus berdasarkan musyawarah dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dapat diberikan
kepada Lembaga Penyelenggara PAUD.

(2) Bantuan prasarana dan sarana dalam rangka meningkatkan akses
dan mutu layanan PAUD dapat diberikan kepada lembaga PAUD
berupa sarana Igenunjang pembelajaran seperti Alat Permainan
Edukatif (APE) PAUD atau yang lainya sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 119 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 65034
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